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RINGKASAN

Tesis ini berjudul “Kewenangan Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Hal
Penahanan Berdasarkan KUHAP Setelah Berlakunya Perma Nomor 2 Tahun 2012
Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam

KUHP ". Selanjutnya, Isu hukum yang diangkat dalam tesis ini adalah:

1. Ratio Legis keberlakuan Perma Nomor 2 tahun 2012 terhadap
Kewenangan Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Hal Penahanan Serta
Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan ?

2. Implikasi keberlakuan Perma Nomor 2 tahun 2012 terhadap Kewenangan
Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Hal Penahanan Serta Proses
Pemeriksaan Perkara di Pengadilan ?

Sesuai dengan isu hukum yang di kaji, maka penelitian ini merupakan
penelitian hukum yang bersifat normatif dengan Pendekatan perundangan-undangan
(statute approach) yang mutlak diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai
Kewenangan Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Hal Penahanan Berdasarkan
KUHAP Setelah Berlakunya Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian
Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan konseptual (conceptual
approach), digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka
konseptual maupun landasan teoritis sesuai dengan tujuan penelitian ini yakni

mengakaji Kewenangan Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Hal Penahanan
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Berdasarkan KUHAP Setelah Berlakunya Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Oleh
karena itu, maka perlu dikemukakan konsep-konsep dasar mengenai Tanah, izin dan
Hak.

Pendekatan yang digunakan selanjutnya adalah pendekatan kasus (case
approach). Dalam pendekatan kasus (case approach), yaitu pendekatan yang
memperhatikan dan menganalisis kasus-kasus tindak pidana pencurian.

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Bahan hukum primer yang dimaksud dalam bentuk Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan
Jumlah Denda Dalam KUHP

Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang mendukung bahan hukum
primer seperti buku-buku teks, artikel dalam berbagai majalah dan jurnal ilmiah
bidang hukum, dan sumber lainnya yang mendukung.

Dari hasil penelitian terhadap isu hukum yang dikaji dan dianalisis dapat

ditemukan, bahwa:

a. Bahwa, ratio legis atau hakikat diberlakukannya Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak
Pidana dan Jumlah Denda di dalam KUHP adalah untuk

mengembalikan fungsi Pasal 364 agar efektif dan memberikan

TESIS KEWENANGAN PENYIDIK RADEN BAGUS



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

keadilan kepada pencuri yang melakukan pencurian dengan nilai
barang atau uang bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,- untuk dapat
memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara
Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.
Terhadap Kewenangan Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam
Hal Penahanan Serta Proses Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan
setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012
tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana dan Jumlah Denda di dalam
KUHP tidak membawa pada perubahan secara signifikan dengan kata
lain kewenangan penyidik dan penuntut umum dalam hal penahanan
serta proses pemeriksaan perkara di pengadilan tetap seperti biasanya.
Lebih dari pada itu keberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana dan Jumlah
Denda di dalam KUHP berlaku untuk hakim atau dikalangan internal
hakim Mahkamah Agung ke bawah baik itu hakim Pengadilan Negeri
maupun Pengadilan Tinggi dan tidak ada keterkaitannya dengan
kewenangan penyidik maupun kewenangan penuntut umum. Hadirnya
atau berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012
tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana dan Jumlah Denda di dalam
KUHP telah mengubah aturan main penyesuain batasan tindak pidana
ringan, terhadap perkara-perkara yang terdapat dalam Pasal 364, Pasal

373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 dan Pasal 482 yang semula
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dibatasi minimal Rp 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) menjadi

Rp 2.500.000.00,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

b. Bahwa, Implikasi Kewenangan Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam
Hal Penahanan Serta Proses Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan
setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012
tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana dan Jumlah Denda di dalam
KUHP tidak berdampak terhadap Kewenangan Penyidik Dan Penuntut
Umum Dalam Hal Penahanan Serta Proses Pemeriksaan Perkara Di
Pengadilan.

Akan tetapi implikasi yang ditimbulkan dari berlakunya
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Penyesuaian Batas Tindak Pidana dan Jumlah Denda di dalam KUHP
adalah diterapkannya pemeriksaan acara cepat dalam penanganan
perkara tindak pidana pencurian yang bersifat ringan (pencurian di
bawah Rp 2.500.000.00,-) sesuai yang termaktub dalam Pasal 2
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Penyesuaian Batas Tindak Pidana dan Jumlah Denda di dalam KUHP.
Dengan kata lain penarapan pasal pencurian yaitu Pasal 362 yang
dilakukan atau diperiksa dengan menggunakan acara biasa tidak lagi
digunakan melainkan menggunakan acara pemeriksaan cepat dengan

lahirnya perma nomor 2 tahun 2012 tersebut.
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Implikasi berlanjut atau dampak selanjuntya yaitu pada
ditandatanganinya nota kesepakatan bersama anatara menteri Hukum
dan HAM Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia,
Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik
Indonesia tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tinak
pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat, serta
penerapan keadilan restoratif (restoratif justice) dilakukan agar
lembaga-lembaga hukum terkait dapat berkoordinasi dengan baik
untuk menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012
tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana dan Jumlah Denda di dalam
KUHP dan dapat menyelesaiakan perkara di level bawah yaitu du luar
pengadilan khususnya pihak keplolisian dan kejaksaan dalam
memproses kasus tindak pidana ringan dan perkara-perkara yang

dijatuhi hukuman denda.
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ABSTRAK

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah Kewenangan Penyidik
Dan Penuntut Umum Dalam Hal Penahanan Berdasarkan KUHAP Setelah
Berlakunya Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak
Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Penelitian ini adalah penelitian
normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan
pendekatan kasus.

Hasil dari penelitian ini adalah: Bahwa, ratio legis atau hakikat
diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Penyesuaian Batas Tindak Pidana dan Jumlah Denda di dalam KUHP adalah untuk
mengembalikan fungsi Pasal 364 agar efektif dan memberikan keadilan kepada
pencuri yang melakukan pencurian dengan nilai barang atau uang bernilai tidak lebih
dari Rp.2.500.000,- untuk dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut
dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.
Terhadap Kewenangan Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Hal Penahanan Serta
Proses Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan setelah berlakunya Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana dan Jumlah
Denda di dalam KUHP tidak membawa pada perubahan secara signifikan dengan
kata lain kewenangan penyidik dan penuntut umum dalam hal penahanan serta proses
pemeriksaan perkara di pengadilan tetap seperti biasanya.Bahwa, Implikasi
Kewenangan Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Hal Penahanan Serta Proses
Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana dan Jumlah Denda di
dalam KUHP tidak berdampak terhadap Kewenangan Penyidik Dan Penuntut Umum
Dalam Hal Penahanan Serta Proses Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan. Akan tetapi
implikasi yang ditimbulkan dari berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana dan Jumlah Denda di dalam
KUHP adalah diterapkannya pemeriksaan acara cepat dalam penanganan perkara
tindak pidana pencurian yang bersifat ringan (pencurian di bawah Rp 2.500.000.00,-)
sesuai yang termaktub dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun
2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana dan Jumlah Denda di dalam KUHP.

Kata Kunci: Kewenangan, Penyidikan dan Penuntutan.
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ABSTRACT

Law issues that raised in this research are Investigator Authority and District
Attorney. In terms of detention based on Penal Code after Supreme Court
Regulations Number 2 of 2012 concerning to Adjustment of Light Crime Acts
Limitation and Penalty Sanction in Penal Code, This research is normative research
with statute approach, concept approach and cases approach.

The result of this study are : in ratio legis or the essence of Supreme Court
Regulations Number 2 of 2012 concerning to Adjustment of Light Crime Acts
Limitation and Penalty Sanction in Penal Code on effect to returning the function of
Article 364 be effectve and give a justice to the theft who stealing the goods or
money not more than Rp.2.500.000,- be able to examined, on trialed and decided the
case in Rapid Examination Judicial procedure after the effect of Supreme Court
Regulations Number 2 of 2012 concerning to Adjustment of Light Crime Acts
Limitation and Penalty Sanction in Penal Code not bring significantly changes in the
other word, Investigator Authority and District Attorney in detention as well as case
Examination process in the court remain as usual, Given, implications of Investigator
Authority and District Attorney in detention as well as Case Examination process
after the effect of Supreme Court Regulations Number 2 of 2012 concerning to
Adjustment of Light Crime Acts Limitation and Penalty Sanction in Penal Code not
affefted on the authority of Investigator and district attorney in detention as well as
case examination process in the court. But also implication that emerged from the
effect os Supreme Court Regulations Number 2 of 2012 concerning to Adjustment of
Light Crime Acts Limitation and Penalty Sanction in Penal Code was applied exact
examination judicial process in addressing light looting crime acts ( theft under
Rp.2.500.000,- ) compliant with statement in Article 2 Supreme Court Regulation
Number 2 of 2012 about Adjustment of Light Crime Acts Limitation an Penalty
Sanction in Penal Code.

Keywords : authority, investigation and law pursuit.
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